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Abstrak : Adanya otonomi daerah merupakan salah satu cara pemerintah mensejahterakan rakyat dimana aspirasi-aspirasi rakyat lebih cepat ditangkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah sesuai dengan kultur. Otonomi daerah berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan memungkinkan setiap daerah mengelola sumber daya dan potensi ekonominya secara mandiri. Melalui UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan keseimbangan tugas antara pusat dan daerah. Desentralisasi mencakup pemindahan wewenang dalam pengelolaan anggaran, pengumpulan pajak, dan penerimaan bantuan dari pemerintah pusat. Penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan sektor swasta, dan kinerja ekonomi daerah serta membantu mengurangi ketimpangan antar wilayah jika diiringi dengan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang baik. Namun, dampak positifnya bervariasi antara sektor dan provinsi, dengan tata kelola pemerintahan daerah dan ketergantungan rendah pada sektor pertanian sebagai faktor penentu keberhasilan. Otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi jika diimplementasikan secara efektif dan disertai dukungan memadai dari pemerintah pusat.
Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract: The existence of regional autonomy is one way for the government to improve the welfare of the people, where people's aspirations are captured more quickly in accordance with the needs of regional communities according to culture. Regional autonomy plays an important role in Indonesia's economic development by enabling each region to manage its resources and economic potential independently. Through Law no. 22 of 1999, the central government gives freedom to regions to develop their own regions, bring services closer to the community, and create a balance of tasks between the center and regions. Decentralization includes permission to manage the budget, collect taxes, and receive assistance from the central government. Research shows that regional autonomy can increase investment, private sector growth and regional economic performance as well as help reduce inequality between regions if accompanied by community empowerment and good resource management. However, the positive impact varies between sectors and provinces, with local governance and low dependence on the agricultural sector as critical success factors. Regional autonomy is an important foundation for economic development if implemented effectively and accompanied by adequate capabilities from the central government.
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PENDAHULUAN 
Otonomi Daerah di Indonesia selalu dikaitkan dengan Pasal 1 UUD l945 tentang bentuk negara dan yang kedua Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat (1) UUD l945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Sedangkan Pasal 18 UUD 45 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya menetapkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar atau propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah–daerah yang lebih kecil. Daerah tersebut bersifat otonom dengan dibentuknya Badan Perwakilan Daerah, atau hanya berupa daerah administrasi saja. Dengan adanya daerah otonom berarti bahwa daerah itu mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi harus diletakkan pada ketentuan sebelumnya, yaitu dalam kerangka negara kesatuan.[footnoteRef:1] [1:  Firdaus, M. (2018). Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan . Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(3), Hal 213] 

Otonomi daerah adalah sebuah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah lokal memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan keunggulan komparatif daerah mereka. Ini dapat mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. [footnoteRef:2] [2:  Habibi, M. M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 28(2). Hal 14] 

Melalui otonomi daerah, diharapkan tercipta sinergi antara kebijakan pusat dan daerah yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, implementasi otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kapasitas pemerintah daerah yang bervariasi, korupsi, dan ketidakseimbangan sumber daya antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
Otonomi daerah di Provinsi Jambi telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah Provinsi Jambi mampu merancang dan menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi di Jambi terlihat dari meningkatnya investasi di sektor-sektor utama seperti perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Data menunjukkan bahwa sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi motor penggerak utama perekonomian Jambi, memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Selain itu, sektor pertambangan, terutama batu bara, juga berperan penting dalam mendongkrak perekonomian daerah.[footnoteRef:3] [3:  Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 42(1). Hal 31] 

Pada tahun-tahun terakhir, pemerintah Jambi telah berupaya meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Hal ini tidak hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan peluang ekonomi. Pemerintah daerah juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan sehat, yang merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[footnoteRef:4] [4:  Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan), 4(2), Hal 209] 

Namun, tantangan tetap ada, seperti ketergantungan pada komoditas tertentu yang rentan terhadap fluktuasi harga global, serta isu-isu lingkungan yang timbul dari eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah Jambi terus berupaya untuk mendiversifikasi ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri kreatif dan pariwisata. Dengan pengelolaan yang baik dan kebijakan yang tepat, otonomi daerah di Jambi memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[footnoteRef:5] [5:  Pratomo, D. N. (2017). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 9(1),  Hal 6] 


KAJIAN TEORI 
Otonomi daerah
Otonomi daerah yang mengacu pada regulasi yang telah penulis sebut diatas pada latar belakang dan sekarang ini telah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 kemudian Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaandan peran serta masyarakat.[footnoteRef:6] [6:  Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 5(1), Hal 43] 

Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara desentralisasi. Desentralisasi juga dimaksudkan untuk memperlancar roda pemerintahan, mengingat bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan ras atau suku serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk dancoraknya, sehingga pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.[footnoteRef:7] [7:  Pratomo, D. N. (2017). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 9(1), Hal 6] 

Adapun alasan-alasan sehingga desentralisasi ini dipandang sebagai asas dan sekaligus dianut dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dikemukakan pendapat The Liang Gie, sebagai berikut:
a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihaksaja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. 
b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagaitindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. 
c. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapaisuatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untukdiurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepadadaerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap di urus olehpemerintah pusat. 
d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapatsepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, sepertigeografi, keadaan, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan ataulatar belakang sejarahnya.
e. Dari sudutkepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukankarena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.
 Hakekat penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dalam negara kesatuan, sesungguhnya didasarkan pada asas atau sistem desentralisasi, yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah (pusat) kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai daerah otonom.[footnoteRef:8] Bahkan pandangan lain menyatakan bahwa pada mulanya pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan (dari pemerintah sendiri) yang dikenal berdasarkan asas dekosentrasi, juga merupakan suatu sistem desentralisasi, yakni suatutindakan kebalikan dari sentralisasi.[footnoteRef:9] [8:  Aini, Dewi Nur., Ningsih, Putri Apria., Rahma, Sri. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur. Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 1, No. 1. https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/view/177 ]  [9:  Pangiuk, Ambok. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 2, No. 2. https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/160  Hal 65] 

Pertumbuhan ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, yang umumnya diukur dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil.[footnoteRef:10] Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dan daya beli masyarakat. Fungsi utama dari pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperbaiki standar hidup secara keseluruhan.[footnoteRef:11] Pertumbuhan ekonomi yang kuat memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari pajak, yang kemudian dapat dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, karena dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan harapan bagi peningkatan kondisi hidup di masa depan. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama bagi pembuat kebijakan di berbagai negara, karena tanpa pertumbuhan yang memadai, tantangan ekonomi dan sosial cenderung semakin membesar.[footnoteRef:12] [10:  Yunus M., Mubyarto, Novi., Agustin, Robi Agustin. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2012-2019.  Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 4. https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.59   ]  [11:  Putra, Lucky Febriansyah Putra., Mubiarto, Novi., Baining, Mellya Embun. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. J-ISACC (Journal Of Islamic Accounting Competency), Vol. 3, No. 2. https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/2024 Hal 76]  [12:  ] 

METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma, dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian. Menurut Soejono Soekonto penelitian hukum normatif diarahkan pada penelitian yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembangunan ekonomi merujuk pada proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara, yang juga memperhatikan pertambahan penduduk dan perubahan struktur ekonomi yang mendasar serta pemerataan pendapatan bagi penduduk. Otonomi daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena implementasi yang baik dari otonomi daerah memungkinkan pembangunan dilakukan secara maksimal. Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap daerah adalah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. [footnoteRef:13] [13:  ] 

Dengan aturan tersebut, pemerintah di setiap daerah mengimplementasikan setiap perundangundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hasilnya, banyak daerah di seluruh Indonesia melakukan pemekaran wilayah dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, jelas, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, setiap daerah perlu memiliki pendapatan yang mencukupi, serta sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan negara, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi publik yang lebih demokratis dalam pengambilan keputusan. Melalui penerapan desentralisasi, wewenang akan dipindahkan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mengelola anggaran, memiliki kewenangan dalam pengumpulan pajak, membentuk dewan yang dipilih oleh masyarakat, memilih kepala daerah oleh DPRD, dan menerima bantuan berupa transfer dana dari Pemerintah Pusat. [footnoteRef:14] [14:  Putra, Lucky Febriansyah Putra., Mubiarto, Novi., Baining, Mellya Embun. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. J-ISACC (Journal Of Islamic Accounting Competency), Vol. 3, No. 2. https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/2024 Hal 90] 

Desentralisasi merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, termasuk aspek fiskal, politik, administrasi, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, desentralisasi terdiri dari beberapa jenis, antara lain Desentralisasi Politik yang berkaitan dengan penyerahan wewenang politik, Desentralisasi Administratif yang melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab administratif, Desentralisasi Fiskal yang berhubungan dengan pendelegasian kewenangan keuangan, dan Desentralisasi Ekonomi yang melibatkan penyerahan wewenang ekonomi atau pasar. [footnoteRef:15] [15:  Pangiuk, Ambok. (2017). Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Studi Tahun 2012-2015). Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 1, No. 1. Hal 43] 

Melalui penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di wilayahnya. Hal ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan lapangan kerja, pendapatan per kapita, serta akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Pemerintah pusat juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah, seperti pemberian alokasi dana perimbangan keuangan yang adil dan dukungan lainnya. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana pemerintah daerah dapat mengelola sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya, sementara pemerintah pusat memberikan dukungan yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah tersebut. [footnoteRef:16] [16:  Firdaus, M. (2018). Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan . Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(3), Hal 213] 

Hal ini juga di dukung dengan  pendekatan literatur review yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menjadi fokus utama pembangunan nasional selama beberapa dekade terakhir. Otonomi daerah, yang diberlakukan pada tahun 2001 melalui Undang-Undang No. 22/1999, diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien oleh pemerintah daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. [footnoteRef:17] [17:  Yunus M., Mubyarto, Novi., Agustin, Robi Agustin. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2012-2019.  Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 4. https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.59  . Hal 87] 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Fauzi & Sumner, (2019) menemukan bahwa otonomi daerah memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Penelitian Aswicahyono & Hill, (2019) menemukan bahwa pemberian otonomi daerah yang lebih besar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini karena dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya dan kebijakan ekonomi di wilayahnya sendiri. Penelitian Widayat & Sugiharto, (2019) menemukan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja ekonomi daerah dalam jangka pendek, tetapi tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun demikian, mereka juga menemukan bahwa otonomi daerah dapat membantu mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. 
Penelitian Hidayat et al., (2020) menemukan bahwa pemberian otonomi daerah yang lebih besar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya jika diiringi dengan pemberdayaan masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya yang baik. Otonomi daerah dapat membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Pemberian otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekonomi daerah dalam jangka pendek. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga dapat membantu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah di Indonesia, asalkan diiringi dengan pemberdayaan masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya yang baik. 
Penelitian (Irawan et al., 2019) menemukan bahwa otonomi daerah tidak memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah yang kurang efektif dan efisien dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan dalam dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Penelitian Isfandiari et al., (2020) menunjukkan bahwa dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung lebih positif di provinsi-provinsi dengan tingkat ketergantungan pada sektor pertanian yang lebih rendah. Kuncoro, (2004) menyatakan bahwa otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan bahwa kendala struktural seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya daya saing daerah menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 Selain itu Hidayat & Anwar, (2017) yang mengkaji dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa otonomi daerah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi tersebut. Penelitian Asra et al., (2019) menemukan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan daerah memiliki dampak positif pada hubungan antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, literatur review juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di antara sektor-sektor di Indonesia. Penelitian Pratomo, (2017) menunjukkan bahwa dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung lebih positif di sektor-sektor non-pertanian, seperti industri dan jasa. Penelitian lain juga menunjukkan adanya dampak positif otonomi daerah terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Penelitian Suryadarma et al., (2019) menemukan bahwa otonomi daerah dapat membantu meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata dan mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di beberapa provinsi di Indonesia.[footnoteRef:18] [18:  Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), Hal 148] 

Hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat erat. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di wilayAahnya. Implementasi yang baik dari otonomi daerah memungkinkan pembangunan ekonomi dilakukan secara maksimal dengan peningkatan lapangan kerja, pendapatan per kapita, dan akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Penerapan otonomi daerah dengan dukungan pemerintah pusat dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi secara efektif, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Dalam hal ini, alokasi dana perimbangan yang adil dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. [footnoteRef:19] [19:  Pangiuk, Ambok. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 2, No. 2. https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/160  Hal 54] 

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Langkah-langkah yang diambil termasuk restrukturisasi sistem perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alokasi dana perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta prioritisasi program/proyek infrastruktur. Dengan demikian, otonomi daerah dan peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah saling terkait dan saling melengkapi. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan ekonomi di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat di seluruh wilayah.
Dapat di simpulkan bahwa otonomi daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama ketika pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.
KESIMPULAN 	
Otonomi daerah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, memungkinkan setiap daerah mengelola sumber daya dan potensi ekonominya secara mandiri. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan keseimbangan tugas antara pusat dan daerah. Desentralisasi, sebagai strategi utama, mencakup pemindahan wewenang dalam pengelolaan anggaran, pengumpulan pajak, dan penerimaan bantuan dari pemerintah pusat. Penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan sektor swasta, dan kinerja ekonomi daerah dalam jangka pendek, serta membantu mengurangi ketimpangan antar wilayah jika diiringi dengan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang baik. Namun, dampak positif otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi bervariasi antara sektor dan provinsi, dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan ketergantungan rendah pada sektor pertanian menjadi faktor penentu keberhasilan. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi, asalkan diimplementasikan secara efektif dan disertai dukungan yang memadai dari pemerintah pusat.
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Abstrak :


 


Adanya otonomi daerah merupakan salah satu cara pemerintah 


mensejahterakan rakyat dimana aspirasi


-


aspirasi rakyat lebih cepat ditangkap 


sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah sesuai dengan kultur. 


Otonomi 


daerah berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan 


memungkinkan setiap daerah mengelola sumber daya dan potensi ekonominya 


secara mandiri. Melalui UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah pusat memberikan 


keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri, mendekatkan 


pelayanan kepada 


masyarakat, dan menciptakan keseimbangan tugas antara pusat 


dan daerah. Desentralisasi mencakup pemindahan wewenang dalam pengelolaan 


anggaran, pengumpulan pajak, dan penerimaan bantuan dari pemerintah pusat. 


Penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan investasi, 


pertumbuhan sektor swasta, dan kinerja ekonomi daerah serta membantu 


mengurangi ketimpangan antar wilayah jika diiringi dengan pemberdayaan 


masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang baik. Namun, dampak positifnya 


bervariasi ant


ara sektor dan provinsi, dengan tata kelola pemerintahan daerah dan 


ketergantungan rendah pada sektor pertanian sebagai faktor penentu 


keberhasilan. Otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan 


ekonomi jika diimplementasikan secara efektif dan disertai dukungan memadai 


dari pemerintah pusat.


 


Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pertumbuhan 


Ek


onomi


 


 


Abstract:


 


The existence of regional autonomy is one way for the government to 


improve the welfare of the people, where people's aspirations are captured more 


quickly in accordance with the needs of regional communities according to culture. 


Regional autonomy plays an important role in Indonesia's economic development 


by enabling each region to manage its resources and economic potential 


independently. Through Law no. 22 of 1999, the central government gives freedom 


to regions to develop their own regions, bring serv


ices closer to the community, 


and create a balance of tasks between the center and regions. Decentralization 
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